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KOMPETENSI DASAR
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Setelah mempelajari materi ini peserta mampu turut serta mendukung
implementasi safeguards

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:
• Mengenal Sejarah NPT;
• Menjelaskan perbedaan seifgard tradisional dan sistem seifgard diperkuat

(strengthened safeguards system) dengan benar;
• Menjelaskan implementasi safeguards dan protocol tambahan di Kawasan

KSE Baiquni;

INDIKATOR KEBERHASILAN



Outline

NPT 

Comprehensive Safeguards Agreement

Additional Protocol

Implentasi safeguards dan AP



NPT ????
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

NWS
• USA, 
• UK,
• France, 
• Russia, and 
• China

NNWS
• Negara yang tidak

bersenjata nuklir
1 Januari 1967



Latar belakang NPT

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Banyak negara negara
berlomba untuk

membuat bom nuklir

Bahaya kerusakan yang 
sangat besar dan serius 

akibat perang nuklir

Perlu adanya perjanjian 
agar negara bersenjata 

nuklir tidak meluas/ 
bertambah banyak, baik 
dibantu negara lain atau 
atas kemampuan sendiri



Atomic Bomb

16 Juli 1945 USA  
menguji coba bom
nuklir yang 
pertama

1945

Agustus 1945 
Hiroshima Nagasaki 
bombed

1945

19 Agust 1949 
USSR uji bom
pertama

1949

3 Okt 1952 UK uji 
bom pertama

1952

13 Feb 1960 
Perancis uji bom
pertama

1960

16 Okt 1964 China 
uji bom pertama

1964

Bukan NWS tapi memiliki bom nuklir
• India 
• Pakistan
• Korea Utara 
• Israel ???



Non-Proliferation Treaty (NPT)

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

bertujuan untuk
• mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi persenjataan,
• mendorong kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai
• untuk memajukan tujuan mencapai perlucutan senjata nuklir dan 

perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh.



Timeline

1946

Baruch Plan penghapusan
senjata nuklir dan 
kepemilikan dan penggunaan
energi nuklir untuk damai
dikendalikan oleh lembaga
internasional

1953

presiden Amerika 
Eisenhower, memberikan 
usulan (melalui pidatonya di 
rapat besar PBB pada 
Desember 1953) “Atom untuk 
perdamaian”.

1957

IAEA, terbentuk pada 1957

1961

IAEA memperkenalkan 
INFCIRC/26 >>> INFCIRC/66

1962

Amerika menyerahkan
pengawasan nuklir negara 
yang dipasokinya ke IAEA

1968

NPT (INFCIRC/140) 
tandatangan pertama

1970

NPT mulai berlaku 
(INFCIRC/153)



Isi Ketentuan dalam NPT (INFCIRC/140)
• NWS tidak mentransfer NW maupun membantu, mendorong NNWS untuk

membuat NW

• NNWS tidak akan membuat ataupun berusaha memperoleh NW

• NNWS bersedia menerima safeguards sebagaimana diatur dalam agreement

• Tidak berusaha mengubah/mempengaruhi ketentuan penggunaan nuclear
energy untuk tujuan damai

• Melanjutkan negosiasi untuk menghentikan perlombaan senjata dan
pelucutan senjata nuklir

• Tidak menyediakan bahan fisi atau peralatan pada setiap NNWS kecuali barang
tersebut masuk dalam safeguards



Tiga pilar NPT

• non-proliferation,
• disarmament, and
• the right to peacefully use nuclear 

technology.



Negara NPT
Peserta

• 190 negara

Bukan Peserta
• 4 negara (India, 

Pakistan, Israel, Sudan 
Selatan)

Peserta Mundur
• 1 negara (Korea Utara)





Comprehensive Safeguards Agreements

13

Sesuai Article III. 1 of the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(INFCIRC/140) negara NPT (NNWS)
harus berkomitmen untuk menerima
safeguards yang diatur kemudian
dalam safeguards agreements
(INFCIRC/153)

INFCIRC/153



Comprehensive Safeguards Agreements
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• Accept safeguards on all nuclear material
• Cooperate with the IAEA
• Establish a state system for accounting and control of 

nuclear material (SSAC)
• Provide information to the IAEA
• Provide access to the agency inspectors

Main state obligation under CSA 



Nuclear Material

• Uranium alam
• Uranium diperkaya
• Uranium deplesi
• Plutonium
• Thorium

U dg konten U235  0.7%

U dg konten U235  > 0.7% LEU HEU

U dg konten U235  < 0.7%

• U3O8
• UO2
• UF6

• UO2(NO3)2
• (NH4)2U2O7

• Th(NO3)4
• Th(OH)4
• ThO2 

• Pu(SO4)2. 4H2O
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• Tanda tangan perjanjian NPT pada
tahun 1970

• Ratifikasi menjadi UU No. 8 tahun
1978. (18 Desember 1978)

• Perjanjian CSA IAEA-INDONESIA -
INFCIRC/283, 14 Juli 1980

Penandatanganan NPT dan CSA :

Keuntungan menjadi anggota NPT:

• Mendapatkan bantuan peralatan
• informasi teknik
• Kegiatan ilmiah dan kerjasama

PERJANJIAN  INDONESIA

Peraturan kepala Bapeten
No. 2/2005 tentang SPPBN

Peraturan kepala Bapeten
No. 4/2011 tentang Sistem
Seifgard

Peraturan Keputusan Kepala
Bapeten no 13/  Ka. Bapeten/1999

INFCIRC/283



Apakah CSA saja cukup ?



Tuwaitha activities declared prior to 1991

IAEA safeguards - limitations
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IT Temporary weaponization 
explosives neutron 

initiator

Planned 
production of U 

metal
Clandestine isotope irradiation and 

location of computers

Reprocessing

Tritium activities and HEU 
recovery (crash program)

LASER Enrichment
Research and support

Theoretical 
weaponization 

activities

U metal 
Production

UCl4 
production lab

EMIS development

Weaponization 
theoretical 

computations

R&D UF4 and UF6 
preparation

R&D chemical 
enrichment

Fuel 
fabrication lab

IRT 5000 
Reactor

Tammuz 2 
reactor
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Latar Belakang : Additional Protocol

INFCIRC/153 paragraph 8
IAEA harus diberikan informasi mengenai :

• Bahan nuklir ikut ketentuan safeguards

• Fitur fasilitas yang berkaitan dengan material terkena
safeguards (informasi desain)/ DIQ
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Latar Belakang : Additional Protocol

Material Penambangan atau Proses Pengolahan Bijih Tambang

IAEA tidak menerima informasi jumlah kuantitas/ kualitas bahan baku
daur bahan bakar nuklir yang tersedia di sebuah negaraCelah : 

INFCIRC/153 (Corr.), Para. 33

Safeguards tidak berlaku untuk material dalam kegiatan
penambangan atau pemrosesan bijih tambang
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Latar Belakang : Additional Protocol

IAEA tidak mendapatkan informasi tentang kepemilikan
material pra-34c dan tentang impor/ekspor material tersebut
untuk tujuan non-nuklir;

Celah:

INFCIRC/153 (Corr.), Para. 34 (a), (b)

• Ekspor material yang mengandung uranium atau thorium yang belum
mencapai kondisi dalam paragraph 34 (c) ke NNWS untuk tujuan nuklir maka
harus diinformasikan ke IAEA terkait kuantitas, komposisi kimia dan tujuan
pengirimannya

• hal yang sama untuk impor;
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Latar Belakang : Additional Protocol

IAEA tidak dapat memonitor bahan nuklir yang dibebaskan (yang mungkin bisa
digunakan untuk aktivitas yang tidak dideklarasikan)Celah: 

INFCIRC/153 (Corr.), Para. 11-13, 36 -37
Termination (Pengakhiran) and Exemption (Pembebasan)
• Harus diminta secara resmi oleh Negara;
• Bahan nuklir yang akan diakhirkan/dibebaskan harus memenuhi kriteria tertentu;
• Hanya jika IAEA memberikan pengakhiran/pembebasan, bahan nuklir dapat
ditangani sebagai bahan yang diakhirkan/dibebaskan oleh Negara.

IAEA tidak dapat memonitor bahan nuklir yang diakhirkan (seperti ; limbah nuklir level
aktivitas tinggi yang mengandung bahan fisil yang bisa dipisahkan dan digunakan untuk
aktivitas yang tidak dideklarasikan);

Celah:
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Latar Belakang : Additional Protocol

INFCIRC/153 paragraph 8
IAEA harus diberikan informasi mengenai :

• Bahan nuklir yang menjadi subjek safeguards

• Fitur fasilitas yang relevan dengan material yang terkena
safeguards (informasi desain)/ DIQ
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Latar Belakang : Additional Protocol

Kelemahan CSAINFCIRC/153 (Corr.), Para. 42
Perlu penyediaan informasi desain (DIQ)
• Informasi fasilitas yang telah ada (disediakan selama diskusi Subsidiary
Arrangements (SA);
• Informasi fasilitas baru (batas waktu untuk ketentuannya didetailkan di SA).

CSA memberikan definisi fasilitas tapi tidak untuk Lokasi di luar fasilitas (LOF)Celah: 

Kelemahan CSAINFCIRC/153 (Corr.), Para. 49
Perlu penyediaan informasi bahan nuklir yang digunakan di luar fasilitas
• Informasi penggunaan bahan nuklir
• informasi nama dan alamat pengguna bahan nuklir
• SOP NMA&C yang ada atau diusulkan termasuk organisasi NMA&C

tidak ada persyaratan pelaporan untuk instalasi yang berlokasi sama (berdampingan) dengan
fasilitas ataupun LOF terkait untuk penyediaan atau penggunaan layanan esensial termasuk hot
cell, storage, installations for treatment, dan disposal of waste

Celah: 
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Latar Belakang : Additional Protocol

CSA tidak merefleksikan kapabilitas aktual dan masa depan sebuah negara

Celah :
• Tidak ada informasi tentang riset dan pengembangan nuklir yang tidak

menggunakan bahan nuklir
• Tidak ada informasi tentang rencana masa depan
• Tidak ada informasi manufaktur peralatan nuklir yang sensitive (Pu Production,

enrichment, reprocessing)
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Latar Belakang : Additional Protocol

CSA tidak mensyaratkan informasi apapun terkait impor/ ekspor peralatan nuklir
spesifik dan material non nuklir khususnya yang didesain atau disiapkan untuk
nuclear uses dan secara umum digunakan untuk industry nuklir.

Celah :
• Tidak adanya tranparansi informasi tersebut karena itu tidak ada kepercayaan

bahwa peralatan itu digunakan hanya untuk tujuan damai.



Protokol
Tambahan

Berlaku untuk
siapa??

Apa yang perlu
dilakukan

INFCIRC/ 540



Deklarasi Protokol Tambahan
DeklarasiArticle

kegiatan penelitian dan pengembangan
(litbang) daur bahan nuklir yang tidak menggunakan bahan nuklir yang :
a. Dibiayai oleh pemerintah;
b. Secara khusus dikuasai, dikendalikan atau dilaksanakan oleh pemerintah, 
atau atas nama pemerintah.

2.a.(i)

Penjelasan kegiatan operasional yang berhubungan dengan SPPBN, di fasilitas
dan LOF yang biasa menggunakan bahan nuklir

2.a.(ii)

Deklarasi setiap gedung di masing-masing tapak fasilitas nuklir termasuk
penggunaan, isi, dan denah tapak

2.a.(iii)

deklarasi skala operasi untuk setiap lokasi yang melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan manufaktur, perakitan, konstruksi dalam Annex I 
INFCIRC/540

2.a.(iv)

deklarasi tentang kegiatan penambangan dan pengkonsentrasian uranium
dan pengkonsentrasian thorium

2.a.(v)



DeklrasiArticle
• deklarasi bahan sumber yang belum mencakup komposisi dan kemurnian yang

sesuai untuk fabrikasi bahan bakar atau pengayaan isotop.
• Ekspor bahan sumber
• Impor bahan sumber

2.a.(vi)

• Exempted Nuclear material-Quantity (pembebasan)
• Exempted Nuclear material-Use (pembebasan)

2.a.(vii)

lokasi dan atau pengolahan lebih lanjut limbah tingkat sedang atau tinggi yang
mengandung Pu, HEU, atau U- 233 yang tidak dikenakan seifgards

2.a.(viii)

ekspor – impor peralatan khusus dan bahan non nuklir dalam Annex II2.a.(ix)

Rencana umum pengembangan daur bahan bakar nuklir untuk periode 10 
(sepuluh) tahun

2.a.(x)

lokasi kegiatan litbang daur bahan bakar nuklir yang tidak menggunakan bahan
nuklir yang tidak dibiayai, dikuasai, dikendalikan, atau dilakukan oleh pemerintah.

2.b.(i)

Kegiatan dan identitas orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pada
lokasi diluar tapak yang berkaitan secara fungsional dengan kegiatan di dalam
tapak.

2.b.(ii)



• Selain mendapatkan informasi tambahan berdasarkan article 2.a.(i-x)
dan 2.b(i & ii) serta 2.c, IAEA mendapatkan akses yang lebih luas, baik
di dalam maupun luar fasilitas di seluruh wilayah negara tersebut.

• Akses wajib diberikan oleh Pengusaha Instalasi atau Fasilitas Nuklir dan
Pengusaha Instalasi Non nuklir

• Pemberitahuan akses dalam 24 jam
• Pemberitahuan akses untuk pelaksanaan verifikasi informasi

desain,inspeksi rutin, atau inspeksi ad hoc paling singkat 2 jam atau kurang.
• Dapat dilakukan inspeksi tanpa pemberitahuan



• Signed oleh 156 negara + 
Euratom

• Berlaku di 144 negara + 
Euratom
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• Tanda tangan perjanjian AP 29 Sept
1999

• AP mulai berlaku 29 Sept 1999
• Perjanjian AP IAEA-INDONESIA -

INFCIRC/283 add 1

Penandatanganan AP:

PERJANJIAN  INDONESIA

INFCIRC/283 add1

Peraturan kepala Bapeten
No. 9/2006 tentang
Pelaksanaan Protam

Peraturan kepala Bapeten
No. 9/2008 tentang
Penyusunan dan Format
Deklarasi PROTAM
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Streghtened
safeguards





CSA + AP dalam Nuclear Fuel Cycle

Locations Outside Facilities (LOFs)

3
6

Waste
Storage

without nuclear material

Heavy Water 
Production



Implementasi
CSA di Indonesia 

• pembentukan MBA 
dan/atau LOF;

• pembentukan organisasi;

• penyusunan prosedur;

• penerimaan dan 
pengiriman bahan nuklir;

• pembuatan rekaman dan 
laporan; dan

• peralatan dan teknik
pengukuran bahan nuklir

Fasilitas yang memiliki
bahan nuklir harus
melaksanakan
1.
Pertanggungjawaban
dan Pengendalian
Bahan Nuklir dan

2. menerima inspeksi
seifgard

• Memberi informasi
• Memberikan akses
• Kooperatif

• MBA RI-A Fasilitas Reaktor Triga 2000 Bandung
• MBA RI-B Fasilitas Reaktor Kartini Yogyakarta
• MBA RI-C Fasilitas Reaktor Serba Guna Serpong
• MBA RI-D Fasilitas Inuki
• MBA RI-E Fasilitas Elemen Bakar Eksperimental (IEBE)
• MBA RI-F Fasilitas Radiometalurgi (IRM)
• MBA RI-G Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Nuklir (IPLR)
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Kegiatan
safeguards



Implementasi
AP di Indonesia

1. Deklarasi article 2 (dua) pada poin yang sesuai dengan
keadaan di fasilitas atau luar fasilitas.

2. Pemberian akses







Pelaksanaan CA



Tahun 2024 terdapat inspeksi CA (complementary access karena

terdapat artikel/presentasi berjudul “Inovasi dan Teknologi Pengolahan

Limbah Elektronik” dari Pusat Riset Nano Teknologi dan Material pada

FGD Pakar PPI yang memberikan pemahaman yang salah dalam

capaian penelitian pemisahan U/Th dari monasit





Penutup

Mari kita bersama sama mendukung
terlaksananya sistem integrated safeguards
di Indonesia sebagai bagian komitmen
negara dalam perjanjian internasional

Terimakasih


